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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A.  Kajian Teori 
1. Pendidikan Karakter  
a. Pengertian Pendidikan Karakter 
 Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan 
karakter bangsa (Alawiyah, 2012). Pendidikan menjadi salah satu jalan yang dapat 
ditempuh dalam mengantarkan generasi bangsa yang berintelektual dan 
berkarakter. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam UU RI No 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
 
  Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
merupakan usaha terencana dalam melaksanakan pembelajaran untuk 
kembangkan potensi siswa dalam berbagai bidang baik religius, sosial, dan 
emosional. Potensi yang dikembangkan ditujukan untuk membekali siswa dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bekal yang diperoleh siswa 
diharapkan mampu mengantarkan mereka untuk hidup mandiri dan berkarakter 
dalam mencapai cita-cita demi masa depan mereka serta kemampuan menghadapi 
dinamika/tantangan global.  
 Istilah pembeda makhluk hidup yang disebut manusia dengan makhluk 
hidup lainnya adalah karakter (Alawiyah, 2012). Karakter diartikan sebagai cara 
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berpikir dan berperilaku khas dari setiap individu dalam kehidupannya, baik 
dalam bekerja sama dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyakarat. 
Samani (2012: 42) mendefiniskan karakter sebagai nilai-nilai perilaku individu 
yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 
lingkungan serta bangsa yang terwujud melalui pikiran, sikap, perasaan, 
perkataan, dan perbuatannya berdasarkan norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter dimaknai 
sebagai sifat-sifat jiwa manusia, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 
individu dengan individu lainnya. Berdasarkan makna karakter di atas, maka 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa karakter merupakan cara berpikir, sifat, 
perilaku seseorang yang menjadi ciri khas pada diri setiap individu (identitas) 
dalam hidup bermasyarakat yang membedakan individu yang satu dengan 
individu lain. Singkatnya, karakter dianggap sebagai sesuatu (berpikir, sifat, 
perilaku) yang melekat pada diri seseorang. 
 Menurut Adisusilo (2012: 77) karakter merupakan seperangkat nilai-nilai 
yang menjadi kebiasaan hidup seseorang kemudian menjadi sifat yang tetap pada 
diri individu, seperti jujur, kerja keras, optimis, dan lainnya. Secara umum 
karakter dijadikan sebagai identitas atau jati diri suatu bangsa, yang dirumuskan 
sebagai nilai hidup antarsesama manusia berdasarkan pilar kedamaian, kerja sama, 
kebebasan, kebahagiaan, kejujuran, kasih-sayang, rendah hati, tanggung jawab, 
kesederhanaan, persatuan dan toleransi (Mulyasa, 2012). Berdasarkan hal tersebut 
dapat diketahui bahwa karakter dapat dijadikan sebagai cermin pribadi individu 
atau suatu bangsa, sehingga kualitas pribadi individu atau suatu bangsa dapat 
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diukur melalui karakternya. Karakter perlu ditanamkan dan dibentuk. Penanaman 
dan pembentukkan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan karakter.  
  Pendidikan karakter merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak 
pernah berakhir, sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang 
berkesinambungan untuk menjadikan manusia yang meiliki masa depan cerah 
dengan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa (Mulyasa, 2012: 3).  Hal lain yang 
perlu diketahui bahwa pendidikan karakter saat ini telah menjadi sebuah 
pergerakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan karakter yang 
dilakukan dapat mendukung pengembangan sosial, emosional dan pengembangan 
etik siswa. Penanaman pendidikan karakter tidak hanya melibatkan siswa saja, 
namun semua elemen (keluarga, sekolah dan masyarakat) karena ketiga elemen 
tersebut yang senantiasa melekat dalam kehidupan individu. Pendidikan karakter 
di sekolah harus melibatkan semua komponen (stakeholders). Komponen-
komponen yang dimaksud termasuk komponen yang berada dalam sistem 
pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, rencana pelaksnaan pembelalajarn, 
proses pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan 
sekolah, pelaksanaan pengembangan diri siswa, pemberdayaan sarpras serta etos 
kerja warga sekolah.  
  Komponen-komponen dalam pendidikan karakter tidak akan bernilai jika 
tidak adanya kerjasama antara pihak-pihak sekolah. Menurut Permana (2017) 
tentang pentingnya pendidikan karakter, diungkapkan bahwa: 
Pendidikan karakter harus senantiasa digalakkan semaksimal 
mungkin agar dapat memunculkan semangat berprestasi anak 
baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan 
karakter di lembaga pendidikan khususnya sekolah, juga dapat 
dikatakan memiliki tujuan supaya peserta didik sebagai generasi 
penerus bangsa memiliki kepribadian yang mulia serta memiliki 
15 
 
bekal yang cukup untuk melanjutkan kehidupan dengan zaman 
yang semakin dinamis. 
 
  Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan 
sistem atau usaha sadar dan sungguh-sungguh dalam menanamkan nilai-nilai 
karakter pada diri individu agar individu memiliki akhlak atau budi pekerti yang 
mulia dalam kehidupannya, sehingga setiap individu memiliki bekal yang cukup 
dalam menghadapi dinamika kehidupan. Selain itu, pendidikan karakter mampu 
mengajarkan generasi bangsa untuk berpikir cerdas serta mampu mengatasi 
berbagai macam masalah yang muncul serta meningkatkan kemampuan untuk 
berkomunikasi terhadap bangsa lain dengan tidak meninggalkan identitas dan 
budaya bangsanya (Octavia, 2017).  
 Pada perspektif pendidikan, seperti halnya aspek intelektual dan moral 
itu tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri terhadap pembentukan 
karakter individu (Manurung, 2017). Hal itu diketahui bahwa pendidikan dan 
karakter harus berjalan beriringan sehingga tujuan dari penanaman pendidikan 
karakter pada diri siswa dapat tercapai dengan maksimal. Sebagaimana menurut 
Maunah (2015) disebutkan bahwa, “Pendidikan karakter di Indonesia dianggap 
sebagai gerakan nasional yang bertujuam menciptakan sekolah untuk membina 
generasi muda yang bertanggung jawab dan beretika, karena pendidikan karakter 
ini lebih menekankan pada aspek nilai yang universal”. Pendidikan karakter 
bukan saja dapat membentuk kepribadian yang baik, namun dianggap mampu 
mengembangkan insan cendekia yang memiliki martabat dan kepribadian yang 
sesuai nilai-nilai luhur bangsa, oleh karena itu perlu adanya penguat untuk 
penerapan pendidikan karakter (Ilahi , 2014: 115).  
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b. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  
Menurut PERPRES RI No. 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter disebutkan bahwa, “Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan 
sebuah gerakan pendidikan yang diimplementasikan oleh satuan pendidikan guna 
memperkuat pembentukan karakter siswa”.  
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kelanjutan dan 
kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 
serta sebagai bagian integral dari Nawacita. Pada butir 8 Nawacita tentang 
Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan yang 
mendorong seluruh pemangku kepentingan dalam mengadakan perubahan 
paradigma, yakni perubahan pola pikir dan cara bertindak serta dalam mengelola 
sekolah (Kemendikbud, 2017). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 
gerakan PPK dalam hal ini meletakkan nilai-nilai karakter sebagai bagian integral 
dari pendidikan yang membuat pelaku pendidikan menjadi manusia yang 
berbudaya dan beradab serta menjadikan pendidikan karakter sebagai poros 
pendidikan dan menengah.  
 Gerakan PPK didesain untuk dapat mengintegrasikan, memperdalam, 
memperluas, serta menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan 
karakter yang sudah dilaksanakan sebelumnya hingga sekarang. Pengintegrasian 
pendidikan karakter dalam hal ini berupa pemaduan kegiatan di kelas/luar kelas di 
sekolah, dan luar sekolah (masyarakat); pemaduan ke dalam kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; melibatkan seluruh warga 
sekolah, keluarga, dan masyarakat; memperdalam serta memperluas 
pengembangan karakter melalui berbagai kegiatan positif, adanya penambahan 
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kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar; kemudian 
penyelerasan yang berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis 
Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah sesuai kebutuhan Gerakan PPK 
(Kemendikbud, 2017).  
 
2. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 
 Pada dasarnya bersifat utuh dan menyeluruh arah dari pendidikan bangsa 
Indonesia yang memiliki tujuan mengembangkan semua potensi yang ada dalam 
diri peserta didik (Supardi). Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah 
sikap atau yang berhubungan dengan karakter. Istilah karakter dianggap sebagai 
kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi nilai-nilai yang ada 
dan diyakini serta digunakan sebagai landasan dalam berpikir maupun bertindak 
(Safitri, 2015).  
 Setiap tahunnya pendidikan karakter selalu dikembangkan, karena 
pendidikan karakter itu sendiri memiliki tujuan yang luar biasa. Pendidikan 
karakter memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil 
pelaksanaan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak 
mulia padadiri siswa. Karakter dan akhlak tersebut dibentuk secara utuh, terpadu 
dan seimbang dengan menyesuaikan standar kompetensi lulusan pada setiap 
satuan pendidikan. Karakter yang baik akan didukung dengan adanya 
pengetahuan tentang suatu hal-hal yang bersifat baik (kabaikan), adanya 
keinginan untuk berlaku baik, serta bersedia melakukan kebaikan (Iriany, 2014).  
  Pendidikan karakter diharapakan mampu membentuk siswa untuk 
mandiri dalam menggunakan dan meningkatkan pengetahuannya serta 
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merealisasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik berpikir 
maupun bertindak sesuai nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter pada tingkat 
satuan pendidikan lebih mengarah pada pembentukan budaya sekolah, seperti 
penanaman nilai-nilai yang melandasi berperilaku, tradisi sekolah, kebiasaan 
sehari-hari di sekolah dan simbol-simbol yang dicontohkan oleh setiap warga 
sekolah (Zaenul, 2012). Berdasarkan hal tersebut, maka tidak hanya siswa saja 
yang terlibat dalam pendidikan karakter, namun guru dan semua warga sekolah 
harus bersama-sama memberikan contoh yang baik bagi siswa agar tercipta satu 
keutuhan dalam penanaman nilai-nilai karakter.  
  Menurut Kemendikbud (2017) Penguatan Pendidikan Karakter memiliki 
tujuan diantaranya yaitu : (1) Mengembangkan program atau rencana kerja 
pendidikan nasional dengan menempatkan nilai karakter sebagai jiwa dalam 
penyelenggaraan pendidikan; (2) Membangun dan membekali generasi muda 
bangsa menjadi Generasi Emas Indonesia 2045 dalam menghadapi dinamika di 
masa depan melalui keterampilan abad 21; (3) Pendidikan karakter dikembalikan 
sebagai Ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi tiga dimensi diantaranya 
yaitu olah pikir (literasi dan numerasi), olah hati (etik dan spiritual), olah raga 
(kinestetik), dan olah rasa (estetik); (4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas 
ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite 
sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter; (5) 
Membangun hubungan dengan masyarakat (publik) sebagai sumber belajar baik 
di dalam maupun di luar sekolah; dan (6) Melestarikan kebudayaan serta jati diri 
bangsa Indonesia sebagai bukti dukungan Gerakan Nasional Revolusi Mental 
(GNRM). 
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  Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
Penguatan Pendidikan Karakter adalah menjadikan generasi bangsa sebagai 
individu yang berpotensi unggul baik dari segi inetelektual maupun karakter 
sehingga mereka mampu bersaing di masa depan. Pencapaian tujuan tersebut 
perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak baik seluruh warga sekolah, komite, 
orang tua/wali, dan masyarakat.  
 
3. Nilai-nilai dalam Penguatan Pendidikan Karakter  
Menurut Kemendikbud (2017) terdapat lima nilai utama karakter yang 
dikembangkan serta saling berkaitan dalam membentuk jejaring nilai sebagai 
prioritas Gerakan PPK, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan 
integritas. Berikut adalah pemaparan kelima nilai-nilai karakter dalam penguatan 
pendidikan karakter yang tercantum pada tabel di bawah ini:  
a. Religius 
 Nilai karakter religius berhubungan dengan sang pencipta yaitu 
keberimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai karakter ini terwujud pada 
perilaku dalam melaksanakan ajaran agama/kepercayaan yang dianut, adanya 
sikap menghargai dan memelihara sikap tolerani terhadap pelaksanaan ibadah 
agama dan kepercayaan lain, mencerminkan sikap hidup rukun dan damai dengan 
pemeluk agama lain. Terdapat tiga dimensi relasi sekaligus dalam nilai karakter 
religius ini diantaranya yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan 
sesama, serta manusia dengan lingkungan. Selain menunjukkan hubungan dengan 
Tuhan, nilai karakter religius ini juga mencerminkan perilaku mencintai dan 
menjaga keutuhan ciptaanNya. Subnilai karakter religius meliputi cinta akan 
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kedamaian, percaya diri, sikap toleransi, menghargai perbedaan 
agama/kepercayaan, persahabatan, memiliki sikap dalam teguh pendirian, antibuli 
dan kekerasan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil 
dan tersisih, serta mencintai lingkungan.  
b. Nasionalis 
 Nilai karakter nasionalis yang akan dikembangkan dalam Penguatan 
Pendidikan Karakter merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Hal-hal 
tersebut menunjukkan adanya sikap kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan yang 
tinggi terhadap bahasa, lingkungan (fisik, sosial, budaya, ekonomi), dan politik 
bangsa serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri 
maupun kelompok. Terdapat beberapa subnilai nasionalis yang dikembangkan 
dalam PPK yaitu apresiasi terhadap budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan 
budaya bangsa, rela berkorban, berprestasi, unggul, menjaga lingkungan, taat 
hukum, disiplin, menghormati keragaman (budaya, suku, dan agama), serta cinta 
tanah air.  
c. Mandiri 
 Nilai karakter mandiri adalah sikap yang tidak mudah bergantung pada 
orang lain kemudian menggunakan segala pikiran, tenaga, dan waktu untuk 
mewujudkan mimpi maupun cita-cita yang diinginkan. Beberapa subnilai mandiri  
yang ada yaitu kerja keras, tangguh, memiliki daya juang yang tinggi, kreatif, 
berani, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan profesional. 
d. Gotong-royong 
 Gotong-royong merupakan nilai karakter yang mencerminkan suatu 
tindakan menghargai semangat kerja sama dalam menyelesaikan persoalan 
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bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi bantuan kepada 
orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong-royong pada PPK ini meliputi 
sikap menghargai, bekerja sama, berkomitmen atas keputusan bersama, 
musyawarah dalam mencapai mufakat, inklusif, tolong-menolong, solidaritas, 
empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 
e. Integritas 
 Integritas merupakan nilai karakter dengan upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu bisa dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan. Integritas juga dapat diartikan sebagai sikap yang memiliki komitmen 
dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Subnilai karakter integritas 
meliputi kejujuran, kesetiaan, cinta pada kebenaran, berkomitmen tinggi, 
tanggungjawab, anti korupsi, keadilan, keteladanan, serta menghargai individu 
baik penyandang disabilitas maupun tidak.  
 Kelima nilai utama karakter di atas bukan nilai yang berdiri maupun 
berkembang sendiri-sendiri, namun nilai yang berinteraksi satu dengan yang lain. 
Nilai-nilai tersebut berkembang secara dinamis kemudian diharapkan mampu 
membentuk keutuhan pribadi. Nilai religius dianggap sebagai cerminan dari iman 
dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai tersebut diwujudkan secara utuh 
melalui ibadah sesuai dengan agama/keyakinan masing-masing yang 
direalisasikan dalam kehidupan baik sebagai anggota kelompok, masyarakat, 
maupun bangsa. Nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat dan 
berbangsa dianggap sebagai pondasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama 
lainnya seperti nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai 
tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, semuanya saling berkaitan. 
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Menurut Kamni (2014) nilai-nilai karakter dapat terwujud salah satunya melalui 
pembiasaan-pembiasaan positif.  
 Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter 
penting untuk dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai karakter. Hal itu 
dikarenakan bahwa pendidikan karakter itu sendiri dapat membantu pembentukan 
karakter individu serta dengan adanya pembimbingan dan pembiasaan positif 
yang kontinu akan mampu memantapkan kepribadian individu menjadi manusia 
yang berakhlak mulia. Akhlak mulia yang mantap bukan hanya nampak di 
sekolah, namun juga di luar sekolah (kehidupan masyarakat). Setiap sekolah 
memiliki cara, strategi, maupun kebijakan tersendiri dalam melaksanakan 
penguatan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan 
kebutuhan sekolah.  
 
4. Fokus Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
 Fokus dari pelaksanaan PPK yaitu adanya struktur pada sistem 
pendidikan nasional. Menurut Kemendikbud (2017) struktur yang dapat 
digunakan sebagai jalur untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter 
yaitu: 
Struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan. 
Struktur program sendiri meliputi jenjang, kelas, ekosistem 
sekolah, dan penguatan kapasitas guru. Struktur kurikulum 
meliputi kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam 
pembelajaran (intrakurikuler), kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
Struktur kegiatan meliputi kegiatan yang bisa menumbuhkan 
sinergitas antara empat dimensi pengolahan karakter yang 
disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara,  diantaranya yaitu olah 
pikir, olah raga, olah rasa, dan olah hati.  
  
23 
 
 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ketiga struktur (program, 
kurikulum, dan kegiatan) saling berkaitan satu dengan lainnya dalam pelaksanaan 
penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di 
sekolah memperhatikan karakteristik siswa, perkembangan siswa, kondisi 
lingkungan sekolah, peran kepala sekolah dan guru-guru. Semua itu termasuk 
ekosistem sekolah, sehingga perlu ekosistem sekolah ini bisa diciptakan dengan 
adanya kerjasama yang baik antartenaga kependidikan di sekolah.  
 Fokus pelaksanaan Gerakan PPK disesuaikan pula dengan kurikulum 
pada satuan pendidikan masing-masing. Terdapat  tiga cara yang dapat dilakukan 
oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan PPK. Pertama, PPK diintegrasikan 
pada mata pelajaran dalam struktur kurikulum serta mata pelajaran Muatan Lokal 
(Mulok) melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler dan 
kokurikuler meupakan tugas setiap guru untuk menyusun dokumen rencana 
pembelajaran baik Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kedua, 
PPK dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan 
pendidikan. Ketiga, PPK dilaksanakan melalui pembiasaan di sekolah seperti 
kegiatan rutin, spontan, dan contoh/keteladanan warga sekolah (Kemendikbud, 
2017).  
Pemaparan fokus pelaksanaan PPK di atas terlihat bahwa PPK 
dilaksanakan bukan hanya proses pembelajaran saja atau budaya sekolah saja, 
namun lebih kompleks. Fokus pelaksanaan PPK harus dijalankan beriringan 
antara struktur program, struktur kegiatan, dan struktur kurikulumnya. Ketiga 
struktur itu saling berkaitan dan melengkapi, karena jika hanya satu struktur saja 
yang difokuskan maka pelaksanaan PPK belum menyeluruh.  
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5. Pelaksanaan Pendidikan Karakter  
  Secara umum pendidikan karakter menekankan pada keteladanan dalam 
menciptakan lingkungan serta pembiasaan melalui berbagai tugas dalam bidang 
keilmuan  dan kegiatan-kegiatan yang kondusif. Hal itu menandakan bahwa 
sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan dan dilakukan oleh siswa dapat 
membentuk karakter mereka. Budaya sekolah dan penciptaan iklim sekolah yang 
positif juga merupakan metode yang tepat untuk membentuk karakter siswa.  
 Penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif dapat dilakukan dengan 
berbagai cara atau metode seperti, penugasan, pembiasaan, pelatihan, 
pembelajaran, keteladanan dan pengarahan (Mulyasa, 2012:10). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa metode-metode tersebut memiliki pengaruh yang besar 
dalam pembentukan karakter siswa. Penugasan atau pemberian tugas yang disertai 
dengan penyampaian tujuan, akan membuat siswa sadar, paham, peduli dan 
memiliki komitmen yang tinggi dalam mengerjakannya. Pembiasaan berbagai 
kegiatan positif disertai penyampaian tujuannya, akan membentuk habits siswa 
sehingga berdampak pada karakter positif mereka. Pelatihan keterampilan melalui 
ekstrakurikuler (kepramukaan, tari, musik, dll) akan membentuk karakter mereka 
dengan adanya nilai-nilai karakter yang ditanamkan, yaitu terdapat pendidikan 
kemandirian, tanggung jawab, kebersamaan, dan lainnya.  
 Pembelajaran merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan 
dalam pengintegrasian pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai di 
dalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat dihubungkan atau dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat belajar menyelesaikan tugas 
sehari-harinya sesuai bekal karakter yang diperoleh. Selain pembelajaran 
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ekstrakurikuler merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh dalam 
pembinaan karakter maupun peningkatan mutu akademik siswa (Muclish, 2011: 
86). Siswa akan merasakan pengalamannya secara langsung jika pendidikan 
karakter dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan melibatkan siswa secara 
langsung. Akan banyak pengalaman dan pembelajaran yang dia peroleh dibanding 
hanya sekedar memberikan teori maupun perintah saja. Siswa akan banyak belajar 
serta akan berkembang pesat adanya kegiatan yang mampu mengembangkan 
potensi, bakat dan minat siswa seperti halnya melalui ekstrakurikuler. Pananaman 
pendidikan karakter di sekolah tanpa melibatkan kerja sama orang tua, maka nilai 
yang ditanamkan akan menjadi sia-sia, karena pendidikan unsur pendidikan 
karakteri adalah perasaan, nurani, dan pengimplementasian dalam kehidupan 
sehari-hari (ElMubarok, 2008: 108).  
  
6. Kebijakan 
a.  Pengertian Kebijakan  
Menurut Trisnanti dikatakan bahwa, “Suatu kebijakan harus 
memperlihatkan apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan 
dalam konteks beberapa kegiatan pada suatu permasalahan”. Kebijakan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai serangkaian konsep dan 
asas sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 
dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Selain itu 
kebijakan dianggap sebagai pernyataan maksud, tujuan serta prinsip maupun 
pedoman yang digunakan untuk usaha mencapai target atau sasaran yang telah 
ditentukan. Menurut Syafaruddin (2008: 75) kebijakan (policy) merupakan cara-
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cara dari bagian pemerintahan yang mengarah pada tujuan mengelola kegiatan di 
dalamnya. Tokoh lain menyatakan bahwa “Kebijakan merupakan suatu keputusan 
dalam pemerintahan yang sifatnya umum untuk diberlakukan kepada seluruh 
anggota masyarakat” (Abidin, 2006: 17). Berdasarkan pendapat di atas 
menunjukkan bahwa kebijakan merupakan hasil keputusan yang berupa rangkaian 
tujuan, prinsip maupun aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau 
petunjuk dalam suatu instansi/organisasi.  
 Dalam bahasa sederhana studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk 
menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan 
masalah sehari-hari. Kebijakan yang baik akan mampu merumuskan secara 
eksplisit berdasarkan pernyataan resmi tentang pilihan tindakan yang akan 
dilakukan, teori yang digunakan, serta proposisi dan model sebab-akibat yang 
mendasari kebijkan tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan hasil-hasil yang akan 
dicapai selama kurun waktu tertentu (Bakry, 2010). 
b. Fungsi Suatu Kebijakan  
 Kebijakan diperoleh melalui proses pembuatan kebijakan sehingga 
dihasilkan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan 
eksternal, input, transformasi, output, dan umpan balik. Beranjak dari hal tersebut, 
kebijakan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, pembatas dalam 
berperilaku, dan bantuan dalam bagi pengambilan keputusan (Syafaruddin, 2008). 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan sebagai salah satu cara 
untuk mencegah atau mengatasi suatu permasalahan yang ada dalam suatu 
lembaga atau instansi yang berupa tindakan-tindakan dan dijalankan bersama-
sama pihak-pihak yang terkait dalam suatu instansi/organisasi.  
27 
 
c.  Kebijakan Sekolah  
  Sekolah merupakan organisasi penyelenggara pendidikan dengan peran 
yang strategis dalam menjalankan sistem pendidikan nasional. Sekolah memiliki 
seorang pemimpin yakni kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas memanajemen 
serta memimpin dengan tanggung jawab besar untuk memaknai dan 
melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Syarifuddin (2008: 117) mengungkapkan bahwa:  
Kebijakan pemerintah melalui diterbitkannya UUD 1945, 
peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, dan 
pada akhirnya turun pada peraturan daerah kabupaten dan kota 
yang selanjutnya dimaknai dan dilaksanakan oleh kepala 
sekolah untuk mengurus langsung keperluan masyarakat....  
   
  Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah itu 
mengacu pada kebijakan pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dengan tujuan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat. Kepala 
Sekolah selaku pimpinan di sekolah harus mampu merumuskan, melaksanakan 
serta mengevaluasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Hal yang perlu diketahui adalah kebijakan sekolah dibuat untuk memajukan 
sekolah sesuai kondisi dan tuntutan kebutuhan warga sekolah maupun 
masyarakat.  
d. Penerapan Kebijakan Sekolah  
Penerapan atau implementasi kebijakan dianggap sebagai jembatan yang 
mampu menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan 
yang diharapkan (Nurharjadmo, 2008). Kebijakan itu sendiri perlu adanya sosok 
pemimpin. Pada konteks pendidikan, keberadaan kepala sekolah sangat penting. 
Salah satu tugas kepala sekolah adalah merumuskan kebijakan dengan cara 
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mengidentifikasi beberapa kegiatan yang disepakati warga sekolah (Mulyasana, 
2012). Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu melaksanakan 
kebijakan untuk mencapai tujuan dan keunggulan sekolah. Menurut Kemendikbud 
(2017) dalam Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Kepala 
Sekolah, disebutkan bahwa “Kepala sekolah adalah komunikator yang memiliki 
wewenang dalam menghubungkan visi sekolah dengan keluarga dan masyarakat 
atau dikenal dengan istilah tripusat pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa 
program Penguatan Pendidikan Karakter memerlukan dukungan dan kerjasama 
dari berbagai pihak. Program tersebut tidak akan berhasil tanpa melibatkan 
peranan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua) dan masyarakat. 
Kebijakan sekolah yang berfokus dalam hal tersebut sangat diperlukan untuk 
menjalin kerjasama yang baik. Menurut Duke dan Canady (dalam Syafaruddin 
2008: 122) terdapat enam fokus penerapan kebijakan sekolah, diantaranya yaitu: 
1) Pelibatan staf dalam mengambil suatu keputusan; 
2) Penerapan kurikulum; 
3) Adanya imbalan dan hukuman; 
4) Peluang bagi pelajar; dan 
5) Iklim sekolah. 
  Kebijakan sekolah memerlukan kerjasama antarwarga sekolah baik dari 
kepala sekolah, guru, komite, siswa dan orang tua/wali. Menurut Syarifuddin 
(2008) peran kepala sekolah sebagai sosok pemimpin perlu untuk menyusun visi 
dan misi, membuat strategi dalam pengambilan keputusan, perilaku teladan, 
pemberian reward dan punishment dan adanya penciptaan iklim sekolah dengan 
29 
 
berbagai kegiatan positif untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan 
dari kebijakan yang sudah dibuat.  
 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan sekolah 
akan berhasil jika semua pihak-pihak terkait mampu bersinergi dalam 
penerapannya. Pendapat dua tokoh tersebut tentang fokus penerapan kebijakan 
sekolah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa idealnya penerapan kebijakan 
sekolah berfokus pada (1) penyusunan visi dan misi sekolah, (2) penerapan 
kurikulum, (3) adanya keteladanan melalui pembiasaan (iklim sekolah), dan (4) 
pemberian reward dan punishment. Keempat poin tersebut bisa berjalan berbeda 
karena tiap-tiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing yang bergantung pada 
ukuran dan programnya. Kebijakan yang dibuat oleh sekolah bukan hanya 
menjadi arah akan adanya tindakan operasional sekolah yang bermuatan strategi. 
Kebijakan tersebut juga memperkuat adanya tugas, transparansi/akuntabilitas, dan 
kerja sama.  
  Pertama Visi dan Misi Sekolah harus ada sebagai arah atau petunjuk 
dari sekolah dalam menjalankan tujuannya. Menurut Calam dan Qurniati (2016) 
visi dan misi saling berkaitan. Visi dianggap sebagai imajinasi moral dalam 
penggambaran profil sekolah pada masa mendatang, sedangkan misi itu sendiri 
adalah upaya untuk mewujudkan visi. Jadi dapat disimpulkan bahwa misi sebagai 
penjabaran dari visi yang berbentuk rumusan-rumusan tindakan operasional yang 
dijadikan sebagai arahan dalam mewujudkan visi.  
 Kedua kurikulum yang berisi seperangkat perencanaan serta aturan baik 
berupa tujuan, bahan pelajaran, isi serta cara-cara yang dijadikan sebagai 
pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
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(Kemendikbud, 2013). Kurikulum tersebut sebagai pedoman sekolah dalam 
melaksanakan pendidikan untuk mendidik generasi bangsa dan demi mencapai 
tujuan pendidikan nasional. 
  Ketiga pembiasaan kegiatan positif bagi siswa. Mardlotillah (2013) 
mengungkapkan bahwa, “Suatu program pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari 
merupakan salah satu perwujudan dari penerapan pendidikan karakter seperti halnya 
adanya keteladanan dari guru ...”. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan sekolah yang 
memberlakukan pembiasaan keteladanan bagi guru terhadap siswa merupakan hal yang 
perlu untuk dilakukan, karena siswa usia sekolah dasar tergolong pada masa anak yang 
suka meniru dan diperintah/diarahkan.  
  Keempat tata tertib sebagai pengontrol perilaku seseorang dalam 
bertindak. Biasanya tata tertib itu mengandung unsur pemberian hukuman dan 
hadiah. Hukuman digunakan untuk membuat jera pelaku agar tidak bertindak 
yang menyimpang dari nilai-nilai karakter, sedangkan hadiah digunakan untuk 
memberikan motivasi pada anak agar semakin semangat dalam bertindak baik. 
 Kebijakan sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja 
sama dan dukungan dari berbagai pihak, baik kepala sekolah, guru, staf, pelajar, 
komite, dan orang tua/wali (stakeholders). Berkaitan dengan hal itu, maka seorang 
pemimpin sekolah harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pihak-
pihak tersebut. Kebijakan sekolah perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui 
tingkat keberhasilannya sesuai target atau tujuan.  
 
B. Kajian Penelitian yang Relevan  
Kajian penelitian yang membahas tentang kebijakan sekolah dalam 
pelaksanaan PPK pada dasarnya belum ada. Namun, peneliti menemukan 2 
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penelitian yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan dengan 
penelitian yang akan peneliti lakukan. Pertama, penelitian Rudy Setiawan dan 
Ismi Nurul Qomariyah yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Pendidikan 
Berbasis Karakter Untuk Siswa SMK Negeri 5 Malang” yang dilakukan pada 
tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan pendidikan 
berbasis karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut 
tertuang dalam visi dan misi sekolah, kegiatan belajar dan mengajar serta 
ekstrakurikuler. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 
adanya  kebijakan pendidikan di sekolah yang berbasis karakter, objek 
penelitiannya, dan tempat penelitian. Peneliti terdahulu mengambil objek siswa 
sekolah menengah kejuruan yang terletak di  SMK Negeri 5 Malang, sedangkan 
peneliti objeknya siswa sekolah dasar yang terletak di SDN Tlogomas 2 Malang. 
 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Mardlotillah pada tahun 
2013 dengan judul “Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Upaya 
Pengembangan Pendidikan Karakter melalui Program Pembiasaan Membaca Al-
Qur’an”. Penelitian tersebut lebih membahas tentang kebijakan sekolah dalam 
menerapkan pembiasaan membaca Al-Qur’an sebagai upaya untuk menanamkan 
dan membentuk karakter siswa (berakhlak mulia). Persamaan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya kebijakan sekolah yang mendukung 
pendidikan karakter atau berbasis karakter, sedang perbedaannya yaitu penelitian 
terdahulu ini lebih spesifik yaitu pengembangan pendidikan karakter melalui 
pembiasaan membaca Al-Qur’an, sedangkan peneliti adanya kebijakan sekolah 
dalam pelaksanaan PPK sehingga kebijakan sekolah yang lebih umum.  
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C. Kerangka Pikir Penelitian
 Kebijakan pemerintah dalam Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK) ditujukan untuk memperkuat pembentukan karakter siswa sebagai generasi 
bangsa, karena pendidikan karakter yang telah diluncurkan beberapa tahun lalu 
belum begitu dirasakan dampaknya, sehingga melalui gerakan ini sekolah-sekolah 
mampu membuat kebijakan pelaksanaan PPK melalui strategi sesuai kondisi dan 
kebutuhan sekolah. Berikut adalah kerangka pikir pada penelitian ini:  
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
1. Karakter generasi bangsa (kekerasan, seks bebas,
kriminalitas, penyebaran video porno, dll).
2. Kebijakan Pemerintah (PERPRES Nomor 87 Tahun
2017 tentang PPK)
Observasi Wawancara Catatan 
Lapangan 
Kebijakan Sekolah dalam Pelaksanaan 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di 
SDN Tlogomas 2 Malang 
Terdapat 5 Nilai 
Karakter Utama: 
Religius, Nasionalis, 
Mandiri, Gotong-
royong, dan Integritas 
SDN Tlogomas 2 Malang menerapkan berbagai pembiasaan-pembiasaan 
yang menunjukkan adanya pelaksanaan PPK (Upacara Bendera, berdoa 
bersama, dll) 
1. Kebijakan sekolah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter
(PPK) di SDN Tlogomas 2 Malang
2. Nilai-nilai karakter yang ada pada kebijakan sekolah dalam
pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) di SDN Tlogomas 2
Malang
3. Kendala atau faktor penghambat kebijakan sekolah dalam pelaksanaan
penguatan pendidikan karakter (PPK) di SDN Tlogomas 2 Malang
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